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NOMOR 199/PMK.07/2017
TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN DANA DESA SETIAP KABUPATEN/KOTA DAN
PENGHITUNGAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

a.

bahwa ketentuan mengenai tata cara pengalokasian
Dana Desa telah diatur dalam Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara
Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan
dan Evaluasi Dana Desa;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (4) dan ayat
(6) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2018, Dana Desa setiap kabupaten/kota
dialokasikan berdasarkan alokasi dasar, alokasi afirmasi,
dan alokasi formula dan ketentuan lebih Ianjut mengenai
tata cara penghitungan rincian Dana Desa setiap desa
diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan;

bahwa untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas dan
akuntabilitas pengalokasian Dana Desa dan sehubungan
dengan huruf b, perlu mengatur kembali ketentuan
mengenai tata cara pengalokasian Dana Desa;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf ¢ dan untuk

melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Pemerintah
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Mengingat

Menetapkan

Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah
Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan
tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap
Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa

Setiap Desa;

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor
60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA
PENGALOKASIAN DANA DESA SETIAP KABUPATEN/KOTA
DAN PENGHITUNGAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut
dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah

kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas
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wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus
urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul,
dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi
Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk
membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan, pembinaan  kemasyarakatan, dan
pemberdayaan masyarakat.

Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang
akan diterima oleh setiap Desa secara merata yang
besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari
anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah desa
secara nasional.

Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan
memperhatikan status Desa tertinggal dan Desa sangat
tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan
memperhatikan  jumlah  penduduk Desa, angka
kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat
kesulitan geografis Desa setiap kabupaten/kota.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang
selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan
tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan
Perwakilan Rakyat.

Indeks Kemahalan Konstruksi yang selanjutnya disingkat
IKK adalah indeks yang mencerminkan tingkat kesulitan
geografis yang dinilai berdasarkan tingkat kemahalan
harga prasarana fisik secara relatif antar-Daerah.

Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut
IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat
kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel

ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur,
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(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

transportasi, dan komunikasi.

BAB II
PENGANGGARAN DANA DESA

Pasal 2
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menyusun
indikasi kebutuhan dana dan rencana dana pengeluaran
Dana Desa dengan memperhatikan persentase Dana
Desa yang ditetapkan dalam peraturan perundang-
undangan dan kinerja pelaksanaan Dana Desa menjadi
dasar penganggaran Dana Desa.
Berdasarkan penganggaran Dana Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Direktorat Jenderal Perimbangan
Keuangan melakukan penghitungan rincian Dana Desa
setiap kabupaten/kota.
Rincian Dana Desa setiap kabupaten/kota dialokasikan
secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
a. Alokasi Dasar;
b. Alokasi Afirmasi; dan
c. Alokasi Formula.
Tata cara penganggaran Dana Desa dilakukan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Rincian Dana Desa setiap kabupaten/kota sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3)
disampaikan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan
Rakyat pada saat Pembahasan Tingkat I Nota Keuangan
dan Rancangan Undang-Undang mengenai APBN untuk
mendapat persetujuan.

Rincian Dana Desa setiap kabupaten/kota yang telah
disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi
dasar penganggaran Dana Desa yang tercantum dalam
Undang-Undang mengenai APBN.

Rincian Dana Desa setiap kabupaten/kota sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Peraturan
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Presiden mengenai rincian APBN.

BAB III

PENGALOKASIAN DANA DESA SETIAP KABUPATEN/KOTA

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Pasal 4
Pengalokasian Dana Desa setiap kabupaten/kota
dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:
DD Kab/Kota = AD Kab/Kota + AA Kab/Kota + AF
Kab/Kota
Keterangan:
DD Kab/Kota = Dana Desa setiap kabupaten/kota
AD Kab/Kota = Alokasi Dasar setiap kabupaten/kota
AA Kab/Kota = Alokasi Afirmasi setiap kabupaten/kota
AF Kab/Kota = Alokasi Formula setiap kabupaten/kota
Pagu Alokasi Dasar dihitung sebesar 77% (tujuh puluh
tujuh persen) dari anggaran Dana Desa dibagi secara
merata kepada setiap desa.
Pagu Alokasi Afirmasi dihitung sebesar 3% (tiga persen)
dari anggaran Dana Desa dibagi secara proporsional
kepada Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang
mempunyai jumlah penduduk miskin tinggi.
Status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersumber dari
data indeks desa membangun yang diterbitkan oleh
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi.
Data jumlah penduduk miskin sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) bersumber dari Kementerian Sosial.
Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki
jumlah penduduk miskin tinggi sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) merupakan Desa tertinggal dan Desa sangat
tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin
terbanyak yang berada pada kelompok desa pada desil ke
8 (delapan), 9 (Sembilan), dan 10 (sepuluh) berdasarkan
perhitungan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal

Perimbangan Keuangan.



